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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses pemidanaan tindak pidana di 
Hukum Pengadilan Negeri Magetan, efektivitas pemidanaan terhadap pelaku tindak 
pidana perjudian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Magetan, proses pemidanaan 
terhadap pelaku tindak pidana perjudian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri 
Magetan dan upaya-upaya yang dilakukan dalam menanggulangi tindak pidana 
perjudian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Magetan. Metode penelitian yang 
digunakan adalah yuridis empiris dengan jenis penelitian deskriptif. Sumber data 
terdiri dari primer yaitu hasil wawancara dan data sekunder yaitu data hukum primer, 
sekunder dan tersier. Metode pengumpulan data dengan studi kepustakaan dan 
wawancara kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian dalam proses 
pemidanaan dimulainya dengan penyelidikan dan penyidikan Polres Magetan, 
penuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum, pemeriksaan dimuka sidang oleh Hakim dan 
pelaksanaan putusan (eksekusi) oleh Jaksa. Efektivitas pemidanaan dilihat dari 
proses penyelesaiannya dan penerapan sanksi pidana. Upaya yang dalam 
menanggulangi perjudian dimulai dari penyuluhan hukum, himbauan kepada 
masyarakat, dan satu unifikasi sikap penegak hukum secara tegas dalam 
memberantas perjudian.  






This study aims to determine the criminal punishment process in Magetan District 
Court Law, the effectiveness of criminal punishment prepetators for gambling crime 
in Magetan District Court, Criminal proceedings against the perpetrators of gambling 
crimes in Magetan District and Efforts made in tackling the criminal act of gambling 
in Magetan District Court. The research method used juridical empirical by 
descriptive research analysis. Source of data consist of primary, it is result of 
interview and the secondary data is data from the primary, secondary and tertiary 
law. Methods of data collection by literature study and interview then analyzed 
qualitatively. The results of the investigation in the criminal proceedings, began with 
the investigation and inqures of the Magetan Police, prosecution by the Public 
Prosecutor, the trial inquiry by the Judge and the execution of the verdict (execution) 
by the Prosecutor. The effectiveness of punishment was seen from the settlement 
process and the application of criminal sanctions. Efforts in tackling gambling start 
from legal counseling, appeal to the public, and a unified law enforcement attitude 
explicitly in combating gambling. 






Perilakuan dari individu yang tidak sesuai dengan norma yang ada, 
melanggar kepentingan orang lain maupun masyarakat yang sifatnya mengganggu 
ketertiban sosial merupakan kejahatan ataupun pelanggaran. Rumusan-rumusan 
hukum dan sanksi hukum tentang kejahatan makin berkembang menjadi suatu sistem 
menegakkan aturan hukum pidana.1 Sanksi pidana adalah alat terbaik yang tersedia 
untuk mengatasi perlakuan pidana. Dalam penjatuhan sanksi pidana banyak dikenal 
beberapa teori tujuan pemidanaan yang paling tepat dari beberapa teori tujuan 
pemidanaan untuk mewujudkan tujuan nasional adalah teori tujuan prevensi atau 
deterrence dengan dasar pemikiran untuk mempertahankan ketertiban masyarakat.2 
Aturan hukum pun sering dilanggar oleh masyarakat sendiri, seperti yang 
sering terjadi dalam masyarakat dan mudah dijumpai yakni perjudian. Pada 
hakekatnya perjudian adalah bertentangan dengan agama, kesusilaan, dan moral 
Pancasila serta membahayakan masyarakat, bangsa dan negara dan ditinjau dari 
kepentingan nasional. Perjudian mempunyai dampak yang negatif merugikan moral 
dan mental masyarakat terutama generasi muda. Di satu pihak judi adalah merupakan 
problem sosial yang sulit di tanggulangi dan timbulnya judi tersebut sudah ada sejak 
adanya peradaban manusia.3 Perjudian merupakan salah satu jenis kejahatan yang 
melanggar kesopanan yang bukan kesusilaan  yang diatur dalam Bab XIV Buku 
Kedua KUHP. Tindak Pidana dengan sengaja melakukan sebagai suatu usaha, 
perbuatan-perbuatan menawarkan atau memberikan kesempatan untuk main judi atau 
turut serta dalam usaha seperti itu oleh pembentuk undang-undang diatur dalam Pasal 
303 KUHP.4 
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Tindak pidana berjudi atau turut serta berjudi pada mulanya telah dilarang 
didalam ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 542 KUHP, yang kemudian 
berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 2 ayat (4) dari Undang-Undang 
Nomor 7 Tahun 1974 Tahun Tentang Penertiban Perjudian, telah diubah sebutannya 
menjadi ketetuan pidana yang diatur dalam Pasal 303 bis KUHP, dan berdasarkan 
ketentuan yang diatur dalam Pasal 1 dari Undang-Undang yang sama, perjudian telah 
dipandang sebagai kejahatan.5 Dalam kebijakan penanggulangan kejahatan sebagai 
persoalan masyarakat yang membutuhkan suatu sistem, diantaranya adalah sistem 
peradilan pidana yang melibatkan berbagai lembaga pemerintah: Lembaga legislatif, 
kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan serta masyarakat.6 
Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan penulis di atas, maka penulis 
memiliki permasalahan dalam penelitian ini, Pertama, bagaimana proses pemidanaan 
terhadap pelaku tindak pidana perjudian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri 
Magetan. Kedua, bagaimana efektivitas pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana 
perjudian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Magetan. Ketiga, Upaya-upaya apa 
yang dilakukan dalam menanggulangi tindak pidana perjudian di Wilayah Hukum 
Pengadilan Negeri Magetan.. 
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah Pertama, untuk mendeskripsikan 
proses pemidanaan tindak pidana perjudian di Magetan. Kedua, untuk mengetahui 
efektivitas pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana perjudian di Magetan. Ketiga, 
untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan dalam menanggulangi tindak pidana 
perjudian di Magetan. Sementara itu, manfaat dari penelitian ini  antara lain Pertama, 
manfaat teoritis dimana penelitian ini memberikan ilmu pengetahuan bagi penulis 
dalam memahami pengetahuan ilmu hukum pada bidang Hukum Pidana terkait 
efektivitas pemidanaan terhadap tindak pidana perjudian di masyarakat. Kedua, 
manfaat praktis (a) diharapkan dapat memberikan sumbangan informasi dan 
wawasan bagi masyarakat dalam memahami pengetahuan hukum terkait pemidanaan 
tindak pidana perjudian. (b) diharapkan dapat memberikan masukan bagi aparat 
                                                             





penegak hukum terkait efektivitas pemidanaan tindak pidana perjudian yang terjadi 
di masyarakat. 
 
2. METODE PENELITIAN 
Penelitian ini menggunakan metode penelitian Yuridis Empiris. Yuridis yaitu 
mengkaji konsep normatifnya atau peraturan perundang-undangan, sedangkan 
Empiris yaitu mengkaji pada kenyataan yang ada. Jenis penelitian ini yaitu 
menggunakan jenis penelitian Kualitatif yang dimana penulis melihat suatu kejadian 
dan menggunakannya sebagai data penelitian. Baik berupa wawancara, pengamatan 
secara menyeluruh maupun kajian pustaka. Jenis data yang digunakan penulis yaitu 
jenis data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis 
yaitu dengan studi kepustakaan dan wawancara. Sementara itu, teknik analisis data 
yang digunakan yaitu dengan logika deduktif yaitu dengan cara menarik kesimpulan 
dari hasil perbandingan antara norma dan kenyataan yang ada pada lokasi penelitian. 
 
3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
3.1 Proses Pemidanaan Terhadap Tindak Pidana Perjudian Di Wilayah 
Magetan 
3.1.1 Tahap Penyelidikan dan Penyidikan Polres Magetan 
Penyelidikan sendiri dilakukan sebelum penyidikan. Dalam mencari dan 
menemukan suatu tindakan yang diduga merupakan tindak pidana atau bukan 
dilakukan dengan inisiatif oleh penyelidik, namun penyelidik sering melakukan 
penyelidikan setelah mendapatkan laporan atau pengaduan. Sesuai dengan 
kewenangannya salah satunya menerima laporan dari seseorang tentang andanya 
tindak pidana. Selanjutnya, apabila dari hasil penyelidikan diketahui bahwa 
perbuatan itu termasuk tindak pidana, maka kemudian ditingkatkan ke tahap 
penyidikan.7 Penyidikan sendiri di atur dalam Pasal 1 angka 2 KUHAP yang 
berbunyi: 
                                                             
7 Muchamad Iksan, 2012, Hukum Perlindungan Saksi Dalam Sistem Peradilan Pidana 




“Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut 
cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta 
mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak 
pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.” 
 
Dimulainya penyidikan penyidik harus memberitahukan kepada Jaksa 
Penuntut Umum dengan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) yang 
dilampiri beberapa berkas antara lain: laporan kepolisian, resume BAP saksi, resume 
BAP tersangka, berita acara penangkapan, berita acara penahanan, berita acara 
penggeledahan dan berita acara penyitaan. Hal tersebut merupakan kewenangan 
penyidik melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan.  
 Menurut Bapak Setyawan Wijaya selaku KBO Satrekrim Polres Magetan 
sebelum melakukan penangkapan terhadap pelaku perjudian tindakan yang dilakukan 
oleh penyidik adalah melakukan penyelidikan terhadap pelaku perjudian dan 
menyiapkan administrasi penyidikan. Dalam pengelolaan barang bukti perkara 
perjudian, dilakukan penyitaan dan dibuatkan surat tanda penerimaan barang bukti 
yang disita, kemudian dilakukan pembungkusan barang bukti dan di simpan di 
satuan tahanan dan barang bukti (Sat Tahti).8 
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Putusan Perkara Nomor: 
171/Pid.B/2016/PN.Mgt. 
Tersangka Cipto Untoro bin Nyamin 
dan Marsono bin Suro 
Lasimin 
Darso bin Alm. 
Pairun 
Suwarji als Jitul Bin Sumarto Sakat, 
Arjo Tukimun als Arjo Dowo bin 
Alm.Marto Saji, Dedi Winarno bin 
Alm.Paeran, Anggita Radik Sidarta bin 




Menurut penulis bahwa penyelidikan dilakukan untuk menemukan suatu 
tindakan yang dianggap sebagai tindak pidana dan penyelidikan dilakukan untuk 
mencari barang bukti yang terkait tindak pidana tersebut untuk mencari pelakunya. 
Proses penyidikan yang dilakukan di Polres Magetan yakni melakukan penangkapan 
dahulu terhadap pelaku judi kemudian melakukan pengamanan terhadap barang 
bukti. Sementara ini, Polres Magetan mengetahui adanya praktik judi didasarkan 
pada laporan atau pengaduan dari masyarakat. Dari standar operasional prosedur 
polres Magetan penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana mempelajari 
laporan yang terima dengan di tindak lanjuti perbuatan tersebut merupakan tindak 
pidana atau tidak.  
3.1.2 Tahap Penuntutan Perkara Perjudian di Kejaksaan Negeri 
Magetan 
Apabila hasil penyidikan yang dilimpahkan oleh penyidik sudah lengkap, 
barang atau benda yang merupakan barang bukti tindak pidana perjudian diserahkan 
kepada Kejaksaan Negeri Magetan, maka proses penyelesaian perkara pidana itu 
masuk ke tahap penuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum. Penuntutan diatur dalam 
Pasal 1 angka 7 UU No.8 Tahun 1981 yang berbunyi:“Penuntutan adalah tindakan 
penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang 
berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini 
dengan pemintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.” 
Menurut Bp. Lilik Hardiyanto selaku Jaksa Fungsional Tindak Pidana Umum 
proses penuntutan oleh Kejaksaan Negeri Magetan dilakukan apabila sudah 
terpenuhinya seluruh alat bukti terhadap orang yang berhasil ditangkap tersebut dan 
proses pemeriksaan oleh penyidik terpenuhi maka selanjutnya diserahkan ke 
Kejaksaan untuk kemudian dilakukan penyidangan ke Pengadilan.9  
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Sanksi 
Pidana 
Pasal 303 ayat (1) ke-2 
KUHPidana dan Pasal 303 
Bis ayat (1) ke-1 KUHP 
Pasal 303 ayat (1) 
ke-2 KUHP 
Pasal 303 ayat (1) ke-2 dan dakwaan 





Dari  uraian di atas penulis memahami bahwa dari ke 3 (tiga) putusan 
dakwaan yang dikenakan pun berbeda-beda. Adanya yang dikenakan dakwaan 
alternatif dan dakwaan tunggal. Dalam surat dakwaan yang telah di buat oleh Jaksa 
Pununtut Umum Kejaksaan Negeri Magetan dengan mendakwa Pasal-pasal yang 
sesuai dengan perbuatan terdakwa. Surat dakwaan tersebut akan dikirim ke 
Pengadilan Negeri Magetan  untuk membuktikan perbuatan terdakwa di persidangan. 
Kemudian dalam sidang selanjutnya akan dilakukan penuntutan yang nantinya akan 
di putus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri.  
3.1.3 Pemeriksaan di Muka Sidang Pengadilan  
Apabila terhadap suatu perkara pidana telah dilakukan penuntutan, maka 
perkara tersebut diajukan ke Pengadilan Negeri. Tindak Pidana tersebut untuk 
selanjutnya diperiksa, diadili dan diputus oleh Majelis Hakim di Pengadilan Negeri 
yang berjumlah 3 (Tiga) Orang. Adapun hal-hal yang menjadi dasar pertimbangan 
hukum hakim dalam menjatuhkan pidana yaitu (a) dakwaan, (b) faktor persidangan, 
antara lain: alat bukti dan barang bukti, (c) keadaan-keadaan yang mempengaruhi 
terjadinya tindak pidana tersebut, dan (d) Keadaan dari si pelaku sendiri.10 
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Putusan Perkara Nomor: 
171/Pid.B/2016/PN.Mgt. 
Terdakwa Cipto Untoro bin Nyamin 




Suwarji als Jitul Bin Sumarto Sakat, Arjo 
Tukimun als Arjo Dowo bin Alm.Marto Saji, 
Dedi Winarno bin Alm.Paeran, Anggita Radik 
Sidarta bin Suwarno, dan Nurhadi bin 
Alm.Suwito 
Dakwaan Pasal 303 ayat (1) ke-2 
KUHPidana dan Pasal 303 
Bis ayat (1) ke-1 KUHP 
Pasal 303 
ayat (1) ke-2 
KUHP 
Pasal 303 ayat (1) ke-2 dan dakwaan kedua 




Dalam hal ini, menurut penulis dari ke tiga (3) Putusan Perkara Pidana 
nomor: 86/Pid.B/2016/PN.Mgt, Perkara nomor: 20/Pid.B/2016/PN.Mgt, dan 
Perkara nomor: 171/Pid.B/2016/PN.M telah terbukti  secara  sah  dan 
menyakinkan  bersalah  melakukan  tindak  pidana  perjudian berdasarkan unsur-
unsur Pasal yang telah didakwaakan kepada terdakwa. Maka para terdakwa dijatuhi 
hukuman pidana  penjara, pada Putusan nomor 86/Pid.B/2016/PN.Mgt. selama 3 
(tiga) bulan, Putusan nomor: 120/Pid.B/2016/PN.Mgt. selama 5 (lima) bulan, dan 
Putusan nomor: 171/Pid.B/2016/PN.Mgt. selama 2 (dua) bulan. 
Dalam putusan hakim ini penulis kira sudah cukup tepat Majelis Hakim 
mempertimbangkan berdasarkan alat bukti berupa keterangan saksi, keterangan 
terdakwa dan barang bukti yang digunakan untuk melakukan perjudian serta Pasal 
yakni Pasal 303  ayat  (1)  ke-1  KUHP dan Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP yang  
mana  unsur-unsur  dari  Pasal-pasal tersebut telah  terpenuhi.  Hal  ini  sudah  sesuai  
dengan  salah  satu  tuntutan  yang dituntutkan oleh Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan 
Negeri Magetan sebagaimana di dakwakan dalam surat  dakwaan  Penuntut  Umum.  
3.1.4 Tahap Pelaksanaan Putusan Pengadilan (Eksekusi) 
Menurut  ketentuan  Pasal  270  KUHAP,  pelaksanaan  putusan  pengadilan  
yang  telah memperoleh  kekuatan  hukum  tetap  dilakukan  oleh  Jaksa, Panitera  
harus  sudah  mengirimkan  salinan surat  putusan  itu  kepada  Jaksa,  hal  itu  
memang  tidak  diatur  dalam  KUHAP.  Akan  tetapi Mahkamah Agung 
menganggap wajar apabila jangka waktu pengiriman itu diberi batas, yakni eksekusi 
putusan oleh Jaksa dapat segera dilaksanakan.11 Jadi dalam tahap pemeriksaan 
dimuka sidang telah selesai, Jaksa harus segera melaksanakan putusan yang mana 
menyerahkan Terdakwa ke Lembaga Pemasyarakatan/ atau Rumah Tahanan untuk 
menjalankan hukuman dengan pembinaan. 
  
3.2 Efektivitas Pemidanaan Tindak Pidana Perjudian Yang Dilakukan Aparat 
Penegak Hukum Di Magetan 
                                                             





Dalam praktik perjudian ada berbagai jenis judi yang ditemukan dalam 
masyarakat Magetan adalah judi togel, judi kartu, judi dadu, judi sabung ayam, judi 
online bola, judi remi, judi lotre kopyok, dan judi kupon putih.  Tujuan pemidanaan 
pada umumnya untuk mempengaruhi perikelakuan si pembuat agar tidak melakukan 
tindak pidana lagi, biasanya disebut prevensi special.12 Adapun  ketentuan ancaman 
dan sanksi  pidana  yang  akan  dikenakan terhadap  para pelaku tindak pidana 
perjudian terlihat dari rumusan ketentuan yang termuat dalam Pasal 303 dan Pasal 
303 bis Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sesuai dengan Undang-Undang 
Nomor 7 Tahun 1974. 
Jumlah Perkara Tindak Pidana Perjudian (2012-2016) 
 
 
Sumber: Bagian Satuan Reskrim Polres Magetan, diperoleh pada hari Jum’at 
tanggal 09 Desember 2016. 
Melihat dari jumlah kasus perjudian di Kabupaten Magetan dapat dikatakan 
bahwa proses pemidanaan dalam hal penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan 
kepolisian Magetan sudah memenuhi target dalam penanganan perjudian di Magetan. 
Namun hal tersebut harus dilihat dari penurunan dan peningkatan jumlah laporan 
perjudian yang masuk, yang mana masih di atas 100 laporan perkara judi. Jumlah 
kasus perjudian di Magetan yang masih bisa dikatakan “masif” juga dapat dilihat 
kasus judi yang masuk ke Pengadilan Negeri Magetan. 
 
                                                             
12 Sugeng Tiyarto, yang dikutip dalam Sudarto, 1997, Hukum dan Hukum Pidana, Bandung: 
Alumni, hal. 187 
No Tahun Perkara Laporan Selesai 
1 2012 181 181 
2 2013 135 135 
3 2014 137 137 
4 2015 145 145 
5 2016 126 126 




JUMLAH PERKARA TINDAK PIDANA PERJUDIAN (2015-2016) 
 
Sumber: Bagian Bidang Pidana Pengadilan Negeri Magetan, diperoleh 
pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2017 
Sementara itu, penjatuhan hukuman terhadap perkara tindak pidana perjudian 
masih dibilang rendah hukumannya, seperti tabel di bawah ini: 
HUKUMAN TERHADAP TINDAK PIDANA PERJUDIAN DI TAHUN 2016 
 
Sumber: Bagian Bidang Pidana Pengadilan Negeri Magetan, diperoleh 
pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2017 
Jika dilihat dari tabel di atas dalam memberikan berat ringannya sanksi 
(Starfmaat) terlihat belum memberikan efek jera bagi pelaku judi. Sementara itu, 
NO TAHUN PERKARA JUMLAH PERKARA 
1. 2015 143 Kasus 
2. 2016 139 Kasus 
 JUMLAH 282 Kasus 
NO HUKUMAN PENJARA JUMLAH KASUS 
1.                   2 Bulan Penjara 2 Kasus 
2.  2 Bulan 15 hari Penjara 16 Kasus 
3.  2 Bulan 20 hari Penjara 2 Kasus 
4.                   3 Bulan Penjara 64 Kasus 
5. 3 Bulan 5 hari Penjara 1 Kasus 
6. 3 Bulan 7 hari Penjara 3 Kasus 
7.  3 Bulan 10 hari Penjara 1 Kasus 
8.  3 Bulan 15 hari Penjara 5 Kasus 
9.                   4 Bulan Penjara 2 Kasus 
10. 4 Bulan 15 hari Penjara 18 Kasus 
11. 4 Bulan 20 hari Penjara 1 Kasus 
12.                   5 Bulan Penjara 23Kasus 
13.                   7 Bulan Penjara 1 Kasus 




hukuman 10 (sepuluh) tahun dan 4 (empat) tahun dalam Kitab Undang-undang 
Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 sangat jarang diterapkan 
atau di jatuhkan terhadap pelaku tindak pidana perjudian. Efektivitas  diukur  dari  
keberhasilan pendekatan sosial terhadap kejahatan pada umumnya.13 
Dengan demikian  jika  dilihat  dari  efektifitas pemidanaan pidana  penjara  
terhadap  para  pelaku tindak pidana perjudian diwilayah hukum Pengadilan  Negeri 
Magetan, sanksi yang diterapkan belum efektif untuk memberantas tindak pidana 
perjudian di Kabupaten Magetan. Ketidakefektifan  ini  diperlukan suatu upaya dan 
peran aparat penegak hukum untuk menanggulangi tindak pidana perjudian di 
Kabupaten Magetan. 
3.3 Upaya-upaya Yang Dilakukan Dalam Menanggulangi Tindak Pidana 
Perjudian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Magetan. 
Dampak  negatif  kejahatan  perjudian ini  sangat  besar,  mulai  dari  
perkelahian kelompok,  mengganggu  keamanan  dan ketertiban  pencurian  dan 
tindakan  kriminal lainnya yang terjadi karena perjudian tersebut.14 Hal tersebut 
dapat dilakukan beberapa upaya dari beberapa instansi penegak hukum di Magetan, 
sebagai berikut: Pertama, menurut pihak kepolisian Polres Magetan, cara dan upaya 
dilakuakn dalam memberantas dan menanggulangi perjudian di masyarakat 
yaitu:15(1) Secara  Preemtif, (penyuluhan), (2) Secara Preventif, (himbauan-
himbauan), (3) Secara Represif, (penegakan hukum secara tegas) kepada masyarakat 
yang tertangkap melakukan perjudian, agar berdampak lebih jera. 
Kedua, menurut Jaksa pada Kejaksaan Negeri Magetan upaya yang dilakukan 
dalam menanggulangi perjudian yaitu memberikan tuntutan pidana yang sesuai 
dengan perbuatannya yang sifatnya memberikan efek jerah bagi pelaku tindak pidana 
                                                             
13 Michael Barama, Model Sistem Peradilan Pidana Dalam Perkembangan, Jurnal Ilmu 
Hukum, Vol.III/No.8/Januari-Juni /2016, hal.9. 
 
14 Karolina Sitepu, Jurnal Ilmiah “Research Sains” Vol. 1 No. 1 Januari 2015 hal 3 
Pemberantasan Dan Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian Togel Di Wilayah Hukum Polresta 
Medan. http://www.jurnalmudiraindure.com/wp-content/uploads/2015/11/Pemberantasan-Dan-
Penanggulangan-Tindak-Pidana-Perjudian-Togel-Di-Wilayah-Hukum-Polresta-Medan.pdf di unduh 
pada hari Rabu 1 Maret 2017 pukul 15.40 
15Setyawan Wijaya, KBO Satreskrim Polres Magetan, Wawancara Pribadi, Magetan, 24 




perjudian.16 Ketiga, menurut Hakim Pengadilan Negeri Magetan, Pengadilan Negeri 
tidak bisa memberantas tindak pidana perjudian sendiri harus terjangkau oleh aparat 
penegak hukum dengan satu unifikasi sikap antara lain pihak polisi, pihak jaksa, 
hakim dan pihak lapas dengan menggunakan Crimminal Justice System dengan 
menyangkup beberapa faktor yaitu:17 (1) Faktor Eksternal, dengan satuan visi, misi 
dan sikap serta tokoh masyarakat, (2) Faktor Internal, memberikan arahan yang 




Pertama, proses pemidanaan terhadap tindak pidana perjudian di Magetan 
dalam perkara pidana nomor: 86/Pid.B/2016/PN.Mgt, perkara pidana nomor: 
20/Pid.B/2016/PN.Mgt, dan perkara nomor: 171/Pid.B/2016/PN.Mgt, yang dimulai 
dengan dilakukannya penyelidikan dan penyidikan oleh Polres Magetan, kemudian 
didakwa dan dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum sesuai Pasal perbuatannya, 
selanjutnya di lakukan persidangan oleh Majelis Hakim untuk dijatuhi hukuman 
sesuai perbuatannya. Kedua, efektifitas pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana 
perjudian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Magetan dalam tindakan dan 
penjatuhan sanksi yang diberikan pun cukup ringan dan hal tersebut dapat dilihat 
bahwa  penjatuhan hukuman dirasa cukup begitu efektif. Namun hukuman yang 
ringan dapat dikatakan belum memberi efek jerah bagi pelaku. 
Ketiga, upaya-upaya yang dilakukan dalam menanggulangi tindak pidana 
perjudian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Magetan, antara lain: (1) upaya 
premetif (penyuluhan), (2) upaya prefentif (pencegahan), dan (3) upaya represif 
(penegakan hukum). Melakukan penyuluhan hukum di kalangan masyarakat dengan 
melibatkan institusi Kepolisian, Pemerintah Kabupaten serta melibatkan pihak 
sekolah guna memberikan penjelasan tentang bahaya perjudian dan juga sanksi. 
                                                             
16 Lilik Hardiyanto, Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri Magetan, Wawancara Pribadi, 
Magetan, 07 Desember 2016, pukul 10.17 WIB. 
17 Michael L.Y.S Nugroho, Hakim Pranata Utama,  Wawancara Pribadi, Magetan, tanggal 05 





Penerapan sanksi pidana oleh Hakim terhadap  terdakwa  wajib menggali, mengikuti, 
memahami nilai-nilai hukum, rasa keadilan, mempertimbangkan  berat  ringannya  
pidana,  dan wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa 
sehingga memberikan efek jerah bagi si pelaku. Selanjutnya, dijalankan dengan satu 
unifikasi sikap dan kerjasama antara lain pihak polisi, pihak jaksa, hakim dan pihak 
lapas dengan menggunakan Crimminal Justice System dalam memberantas perjudian 
di Kabupaten Magetan. 
4.1 Saran 
Pertama, Kepada Instansi penegak hukum di Kabupaten Magetan harus 
saling berkoordinasi dalam menangani masalah perjudian. Dalam penyelidikan, 
penyidikan, penuntutan, dan pertimbangan hakim dan pembinaan dilakukan dengan 
pemidanaan seefektif mungkin dengan perlu adanya peningkatan yang lebih 
proktektif terhadap tindak pidana perjudian yang terjadi di Magetan dengan 
penyuluhan hukum dan memberikan sosialisasi mengenai bahaya buruknya perjudian 
dan sanksi yang diberikan. Kedua, kepada Pemerintah Kabupaten Magetan, perlu 
adanya peraturan daerah tentang larangan perjudian dengan ancaman yang tegas. 
Sehingga masyarakat akan merasa takut untuk melakukan kembali. Ketiga, kepada 
masyarakat Kabupaten Magetan diharapkan lebih sadar dalam melakukan tindakan-
tindakan yang tidak melanggar norma atau aturan yang berlaku di masyarakat 
Magetan, contohnya seperti Perjudian. 
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